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TENTANG
PENGELOLAAN PERTAMBANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SERANG

Menimbang : a. bahwa pertambangan merupakan satahrssmber yang dapat memberikan
nilai tambah secara nyata pada pertumbuhan ekowami pembangunan
daerah sehingga pengelolaannya perlu dilakukanrasebardaya guna,
berhasil guna, bertanggung jawab dan berkelanjutan;

b. bahwa sebagai bentuk tindak lanjut pelaksanaan @nPasal 8 ayat (1) huruf
a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang PertagaibaMineral dan
Batubara, maka Peraturan Daerah Kabupaten Seramgpri\Nb Tahun 2003
tentang ljin Penguasaan Pertambangan Umum dipanuknhg dicabut serta
dilakukan penyesuaian dan pengaturan kembali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaleslad huruf a dan
huruf b, perlu mengatur Pengelolaan Pertambangakabupaten Serang
dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 196Qaten Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor, ITDdmbahan
Lembaran Negara Nomor 2043);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselankatga (Lembaran
Negara Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Négareor 2918);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutaf@mbaran
Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaranraléganor 3888);

4. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumbga Ba (Lembaran
Negara Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Béganor 4377);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembamtikeraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 NeByorambahan
Lembaran Negara Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PembéantaDaerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 37, Tambahan &embNegara
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa teabkhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubdeiua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PembéantaDaerah
(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan &embNegara
Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pen&aang (Lembaran
Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Bléganor 4725);

8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perserbarbatas
(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahanbasem Negara
Nomor 4756);

9. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertansipaijneral dan
Batubara (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 4, Thambdembaran
Negara Nomor 4959);

10.Undang-Undang .......



10.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajakabagan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Taambaembaran
Negara Nomor 5049);

11.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perligaon dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara R#pubdonesia
Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran NegaralRkegdndonesia
Nomor 4959);

12.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentangpa@@&an dan
Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambghgambaran Negara
Tahun 1973 Nomor 25, tambahan Lembaran Negara N3GO3);

13.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentamgb&gan Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daenadvingl, dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran NegahamT 2007 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

14.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentamgaRa Tata Ruang
Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nodtyr Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4833);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentahgy®¥i Pertambangan
(Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan &embNegara
Nomor5110);

16.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentatakd2@maan Kegiatan
Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaegard Tahun 2010
Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5111);

17.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentangbiRaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha IMdsraBatubara
(Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan &embNegara
Nomor 5142);

18.Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahurb Zé@tang
Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah P&ld&Nomor 705);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 24 Tamukhteatang Penyidik
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kaiap Serang
(Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 No4&%)y

20.Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penk@nDinas Daerah
Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten S&éenm 2008 Nomor
776).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG
DAN
BUPATI SERANG
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAANERTAMBANGAN

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemedi@iah Pemerintah Republik Indonesia.

2. Daerah .........



Daerah adalah Daerah Kabupaten Serang.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat ldaetaagai unsur penyelenggara pemerintahan

daerah di Kabupaten Serang.

4. Bupati adalah Bupati Serang.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnyebdisDPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Serang.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urwsaseriptahan oleh Pemerintah Daerah dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

7. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupatang.

8. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Serang.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yangoidangi tugas dan fungsi pengelolaan
pertambangan.

Kepala Dinas adalah Kepa&atuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi tlmyasungsi
pengelolaan pertambangan.

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahaggfatak dalam rangka penelitian,
pengelolaan dan pengusahaan mineral yang meligmygbiidikan umum, eksplorasi, studi
kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan plmurnian, pengangkutan dan
penjualan, serta kegiatan pasca tambang.

Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentwaasin, yang memiliki sifat fisik dan kimia
tertentu serta susunan kristal teratur atau galmmgayang membentuk batuan, baik dalam
bentuk lepas atau padu.

Pertambangan mineral adalah pertambangan kumputerahyang berupa bijih atau batuan,
di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serttaagh.

Usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangkgugsrmaan mineral yang meliputi
tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasdi $telayakan, konstruksi, penambangan,
pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan pemjs&lida pasca tambang.

Badan usaha adalah setiap badan hukum yang bedjdlang pertambangan yang didirikan
berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dallyah Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Wilayah hukum pertambangan mineral daerah adalamusewilayah daratan, perairan dan
landasan kontinen daerah.

Wilayah Pertambangan yang selanjutnya disebut WaPaladvilayah yang memiliki potensi
mineral tidak terikat batas administrasi pemeriatalgang merupakan bagian dari tata ruang
nasional.

Wilayah Usaha Pertambangan yang selanjutnya disétiP adalah bagian dari WP yang
telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/etfmasi geologi.

Wilayah lzin Usaha Pertambangan yang selanjutngabdt WIUP adalah wilayah yang
diberikan kepada pemegang IUP.

Wilayah Pertambangan Rakyat yang selanjutnya dis&litR adalah bagian dari WP tempat
dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.

Wilayah 1zin Pertambangan Rakyat yang selanjutnigebdit WIPR adalah wilayah yang
diberikan kepada pemegang IPR.

Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya diselRialiialah izin untuk melaksanakan usaha
pertambangan.

IUP eksplorasi adalah izin usaha yang diberikanukuninelakukan tahapan kegiatan
penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.



24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

IUP operasi produksi adalah izin usaha yang dlberiketelah selesai pelaksanaan IUP
eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan oppraduksi.

Izin Pertambangan Rakyat yang selanjutnya diseBR &dalah izin untuk melaksanakan
usaha pertambangan dalam wilayah pertambangantrdkgpgan luas wilayah dan investasi
terbatas.

Penyelidikan umum adalah tahapan kegiatan pertagabamntuk mengetahui kondisi geologi
regional dan indikasi adanya mineralisasi.

Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambanmguk memperoleh informasi secara
terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, disiesebaran, kualitas dan sumber daya terukur
dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkmsosial dan lingkungan hidup.

Studi kelayakan adalah tahapan kegiatan usahangmtagan untuk memperoleh informasi
secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untukemtekan kelayakan ekonomis dan teknis
usaha pertambangan, termasuk analisis mengenaiaftatimgkungan serta perencanaan
pascatambang.

Operasi produksi adalah tahapan kegiatan usahanpeahgan yang meliputi konstruksi,
penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pgagan dan penjualan, serta sarana
pengendalian dampak lingkungan sesuai dengandtadilkelayakan.

Konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan umielakukan pembangunan seluruh
fasilitas operasi produksi, termasuk pengendaleamphk lingkungan.

Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertaanbantuk memproduksi mineral dan
atau batubara dan mineral ikutannya.

Pengolahan dan pemurnian adalah kegiatan usahamtemgan untuk meningkatkan mutu
mineral dan/atau batubara serta untuk memanfaatkamemperoleh mineral ikutan.

Jasa pertambangan adalah jasa penunjang yang therkdengan kegiatan usaha
pertambangan.

Analisis mengenai dampak lingkungan yang selangutdisebut AMDAL adalah kajian
mengenai dampak besar dan penting suatu usahatdankegiatan yang direncanakan pada
lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses perglam keputusan tentang
penyelenggaraan usaha dan/ atau kegiatan.

Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanfahgpan usaha pertambangan untuk
menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas limglmn dan ekosistem agar dapat
berfungsi kembali sesuai peruntukannya.

Kegiatan pasca tambang yang selanjutnya disebgtpgambang adalah kegiatan terencana,
sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian aeluruh kegiatan usaha pertambangan
untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan furggsial menurut kondisi lokal di seluruh
wilayah penambangan.

BAB Il
ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2

Asas pengelolaan pertambangan mineral adalah :
a. manfaat, keadilan, dan keseimbangan;

b. keberpihakan kepada kepentingan bangsa;

c. partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas) d

d. berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Pasal 3

Tujuan pengelolaan pertambangan mineral adalah :

a.menjamin ........



a. menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalegiatan usaha pertambangan secara
berdaya gun@erhasil guna, dan berdaya saing;

b. menjamin manfaat pertambangan mineral secara lajkéhn dan berwawasan lingkungan
hidup;

c. menjamin tersedianya mineral sebagai bahan bakiatdansebagai sumber energi untuk
kebutuhan dalam negeri;

d. mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan dagsaHehih mampu bersaing di
tingkat regional, nasional, dan internasional,

e. meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daeehneégara, serta menciptakan lapangan
kerja untuk sebesar-besar kesejahteraan masyadalat;

f. menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraamateegusaha pertambangan
BAB Il
IZIN USAHA PERTAMBANGAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 4

(1) Kegiatan Usaha pertambangan dapat dilaksanakanldPVidtau WIPR setelah mempunyai
IUP atau IPR dari Bupati.

(2) Untuk mendapatkan IUP atau IPR sebagaimana dimgbadial ayat (1) terlebih dahulu harus
mendapat WIUP atau WIPR.

(3) WIUP dan WIPR sebagaimana dimaksud pada ayattétadkan oleh Bupati.
Pasal 5
(1) IUP terdiri atas dua tahap:
a. |UP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umwksplorasi, dan studi kelayakan;

b. IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksnambangan, pengolahan dan
pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.

(2) Pemegang IUP Eksplorasi dan pemegang IUP Operadulsi dapat melakukan sebagian
atau seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud patélaya

Pasal 6
IUP diberikan kepada:
a. badan usaha;
b. koperasi; dan
C. perseorangan.
Pasal 7
IUP diberikan melalui tahapan :
a. Pemberian WIUP dan
b. Pemberian IUP
Pasal 8

(1) IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam PasatgB huruf a wajib memuat ketentuan
sekurang-kurangnya :
a. nama perusahaan;
b. lokasi dan luas wilayah;
c. rencana tata ruang wilayah (RTRW) atau rencanal ¢t ruang (RDTR);

d. jaminan ..........



jaminan kesungguhan;
modal investasi;
perpanjangan waktu tahap kegiatan;
hak dan kewajiban pemegang IUP;
jangka waktu berlakunya tahap kegiatan;
jenis usaha yang diberikan;
rencana pengembangan dan pemberdayaan masyaragkitali wilayah pertambangan;
perpajakan;
penyelesaian perselisihan;
. iuran tetap dan iuran eksplorasi; dan
n. Amdal atau dokumen pengelolaan lingkungan hidupaetengan peruntukkannya.
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(2) IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalaml Basyat (1) huruf b wajib memuat
ketentuan sekurang-kurangnya:

a. nama perusahaan;
luas wilayah;
lokasi penambangan;
rencana umum tata ruang;
lokasi pengolahan dan pemurnian;
pengangkutan dan penjualan;
modal investasi disertai dengan laporan keuangeakhi yang diaudit oleh akuntan
publik;
jangka waktu berlakunya IUP;
jangka waktu tahap kegiatan;
penyelesaian masalah pertanahan;
lingkungan hidup termasuk reklamasi dan pascatagiban
dana jaminan reklamasi dan pascatambang;
. perpanjangan IUP;
hak dan kewajiban pemegang IUP;
rencana pengembangan dan pemberdayaan masyaragkital wilayah pertambangan;
perpajakan;
penerimaan negara bukan pajak yang terdiri atas ii@tap dan iuran produksi;
penyelesaian perselisihan;
keselamatan dan kesehatan kerja;
konservasi mineral;
pemanfaatan barang, jasa, dan teknologi dalam ineger
penerapan kaidah keekonomian dan keteknikan peatagaln yang baik;
. pengembangan tenaga kerja Indonesia;
pengelolaan data mineral;
penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknettagnpangan mineral ; dan

memiliki kepala teknik tambang yang bersertifikdah memperoleh pengesahahan Dinas
teknis.
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(3) Tata cara dan persyaratan IUP Eksplorasi dan IU€ra@@pProduksi di atur dengan Peraturan
Bupati.

Pasal 9

(1) IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (£yikbim untuk 1 (satu) jenis mineral
disertai dengan hasil uji laboratorium yang terdkesi.

(2)Pemegang .......



(2) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (§)nyanemukan mineral lain di dalam
WIUP yang dikelola diberikan prioritas untuk mengiiakannya.

(3) Pemegang IUP yang bermaksud mengusahakan mineraelaagaimana dimaksud pada ayat
(2), wajib mengajukan permohonan IUP baru.

(4) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (&) mk@nyatakan tidak berminat untuk
mengusahakan mineral lain yang ditemukan tersebut.

(5) Pemegang IUP yang tidak berminat untuk mengusahakimeral lain yang ditemukan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib menjageerah lain tersebut agar tidak
dimanfaatkan pihak lain.

(6) IUP untuk mineral lain sebagaimana dimaksud padd @) dan ayat (5) dapat diberikan
kepada pihak lain oleh Bupati sesuai dengan kevgamaya.

Pasal 10

IUP tidak dapat digunakan untuk kegiatan selairgy@imaksud dalam pemberian IUP.
Bagian Kedua
Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan
Paragraf 1
Umum

Pasal 11
(1) Dalam 1 (satu) WUP dapat terdiri atas 1 (satu) benerapa WIUP.
(2) Setiap pemohon hanya dapat diberikan 1 (satu) WIUP.

(3) Dalam hal pemohon merupakan badan usaha yangteslalka ¢o public) dapat diberikan
lebih dari 1 (satu) WIUP.
Paragraf 2

Pemberian WIUP Mineral Logam
Pasal 12

(1) WIUP mineral logam diberikan kepada badan usahperdeasi, dan perseorangan dengan cara
lelang.

(2) Sebelum dilakukan pelelangan WIUP mineral logampd@umengumumkan secara terbuka
WIUP yang akan dilelang kepada badan usaha, kapetas perseorangan dalam jangka
waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pelakaarielang.

(3) Dalam pelaksanaan pelelangan WIUP mineral logang yenada di dalam WP yang menjadi
kewenangan daerah, ditetapkan oleh Bupati.

(4) Biaya lelang dibebankan kepada Anggaran PendapataBelanja Daerah (APBD).
(5) Ketentuan mengenai pelaksanaan pelelangan diatgadderaturan Bupati.

Paragraf 3
Pemberian WIUP Mineral Bukan Logam dan Batuan
Pasal 13

(1) WIUP mineral bukan logam dan batuan diberikan kepdddan usaha, koperasi, dan
perseorangan dengan cara permohonan wilayah k&ugodei.

(2) WIUP mineral bukan logam dan/atau WIUP batuan dalarfsatu) WUP diberikan oleh
Bupati apabila WIUP berada di dalam 1 (satu) witaifmerah dan/atau wilayah laut sampai
dengan 4 (empat) mil.

(3) Bupati .........



(3) Bupati wajib menerapkan  sistem permohonan pertamang y telah
memenuhi persyaratan, membayar biaya pencadangayatvi dan pencetakan peta,
mendapat prioritas pertama untuk mendapatkan WIutenad bukan logam dan/atau WIUP
batuan.

Bagian Ketiga
IUP Eksplorasi
Pasal 14

(1) IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral logamatajberikan dalam jangka waktu
paling lama 3 (tiga) tahun.

(2) IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral bukaradoglapat diberikan dalam jangka
waktu paling lama 3 (tiga) tahun.

(3) IUP Eksplorasi untuk pertambangan batuan dapatik@gredalam jangka waktu paling lama
1 (satu) tahun.

Pasal 15

(1) Pemegang IUP Eksplorasi mineral logam diberi Wil#dnghn luas paling sedikit 500 ha
(lima ratus hektar) dan paling banyak 10.000 haulsgn ribu hektar).

(2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasieral logam dapat diberikan IUP kepada
pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yangrkisipatannya berbeda.

(3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat|éKuklan setelah mempertimbangkan
pendapat dari pemegang IUP pertama.

Pasal 16

(1) Pemegang IUP Eksplorasi mineral bukan logam d¥&8WP dengan luas paling sedikit 500
ha (lima ratus hektar) dan paling banyak 5.000ih&(ribu hektar).

(2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasiaral bukan logam dapat diberikan IUP
kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lainy\keterdapatannya berbeda.

(3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat|éKukian setelah mempertimbangkan
pendapat dari pemegang IUP pertama.

Pasal 17

(1) Pemegang IUP Eksplorasi batuan diberi WIUP dengas paling sedikit 10 ha (sepuluh
hektar) dan paling banyak 5.000 ha (lima ribu hgkta

(2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasiida dapat diberikan IUP kepada pihak
lain untuk mengusahakan mineral lain yang keter@dapga berbeda.

(3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat|éKuklan setelah mempertimbangkan
pendapat dari pemegang IUP pertama.

Bagian Keempat
IUP Operasi Produksi
Pasal 18

(1) Setiap pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk meoipbrlUP Operasi Produksi sebagai
kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya.

(2) IUP Operasi Produksi dapat diberikan kepada badahaj koperasi, atau perseorangan atas
hasil pelelangan WIUP mineral logam yang telah mamgpi data hasil kajian studi
kelayakan.

Pasal 19 .......



Pasal 19

(1) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan minerarodapat diberikan dalam jangka waktu
paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpgnfa(dua) kali masing-masing 5 (lima)
tahun.

(2) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan minerahbuigam dapat diberikan dalam jangka
waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat dipggran?2 (dua) kali masing-masing 2 (dua)
tahun.

(3) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan batuant diiparikan dalam jangka waktu paling
lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 2 (Hatkmasing-masing 2 (dua) tahun.

Pasal 20

(1) Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi @iajiukpada Bupati paling lambat dalam
jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnygkanwvaktu IUP Operasi Produksi.

(2) Pemegang IUP Operasi Produksi yang telah mempep@gbanjangan 2 (dua) kali wajib
mengembalikan kepada Bupati.

(3) Dalam hal pemegang IUP Operasi Produksi sebagaistiamgksud pada ayat (2) bermaksud
untuk tetap mengusahakannya harus mengikuti leteemgan mendapatkan hak penawaran
pertamafirst right of refusal).

(4) Keputusan diterima atau ditolak permohonan perpagaja IUP Operasi Produksi diberikan
dalam jangka waktu paling lambat sebelum berakhittyP Operasi Produksi dimaksud.

Pasal 21

(1) Pemegang IUP Operasi Produksi mineral logam ddtP dengan luas paling banyak 200
ha (dua ratus hektar).

(2) Pemegang IUP Operasi Produksi mineral bukan logdreridWIUP dengan luas paling
banyak 100 ha (seratus hektar).

(3) Pemegang IUP Operasi Produksi batuan diberi WIURgae luas paling banyak 100 ha
(seratus hektar) sedangkan untuk IUP Operasi PsbdRasir Laut diberi WIUP dengan luas
paling banyak 1.000 ha (seribu hektar)

Pasal 22

(1) Pemegang IUP Operasi Produksi mineral tertentubwajelakukan pengolahan dan/atau
pemurnian untuk meningkatkan nilai tambah mineealgydiproduksi, baik secara langsung
maupun melalui kerja sama dengan pihak lain yamgdaedi Daerah, termasuk didalamnya
dengan badan usaha milik negara, badan usaha wmdérah, swasta, koperasi atau
perseorangan di dalam negeri yang telah mendapHiian

(2) Mineral yang tidak termasuk mineral tertentu dagiatah dan/atau dimurnikan, baik secara
langsung maupun melalui kerja sama dengan pihakdiaiuar Daerah tetapi masih di dalam
negeri, termasuk di dalamnya dengan badan usalila mejara, badan usaha milik daerah,
swasta, koperasi atau perseorangan di dalam negeyitelah mendapatkan IUP.

(3) Yang termasuk dalam mineral tertentu adalah selarinteral logam, seluruh mineral bukan
logam, seluruh mineral batuan kecuali pasir uragjrpasang, sirtu, dan tanah.

(4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ydaii2a harus mendapatkan rekomendasi
Bupati.
Bagian Kelima
Larangan, Hak Dan Kewajiban Pemegang Izin
Paragraf 1
Larangan
Pasal 23

(1) Pemegang IUP tidak boleh memindahkan IUP-nya kep#uk lain.

(2)Untuk .........



-10-

(2) Untuk pengalihan kepemilikan dan/atau saham di @&waham Indonesia hanya dapat
dilakukan setelah melakukan kegiatan eksplorasapah tertentu yaitu telah ditemukan 2
(dua) wilayah prospek dalam kegiatan eksplorasi.

(3) Pengalihan kepemilikan dan/atau saham sebagaimaraksud pada ayat (2) hanya dapat
dilakukan dengan syarat :

a. harus memberitahu kepada Bupati; dan
b. sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuarupsrgierundang-undangan.
Paragraf 2
Hak
Pasal 24

Pemegang IUP dapat melakukan sebagian atau sefirapan usaha pertambangan, baik kegiatan
eksplorasi maupun kegiatan operasi produksi.

Pasal 25

Pemegang IUP dapat memanfaatkan prasarana dam saram untuk keperluan pertambangan
setelah memenuhi ketentuan peraturan perundangigada

Pasal 26

Pemegang IUP dijamin haknya untuk melakukan usa@nampbangan sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan.

Paragraf 3
Kewajiban
Pasal 27
Pemegang IUP waijib:
menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik;
mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntaosidsia;
meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral;

melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan mas\sataknpat;
mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungam; da

-~ 0o o0 o

membayar pajak daerah yang diatur dengan peratiaenah tersendiri.

Pasal 28
Dalam penerapan kaidah teknik pertambangan yakg fp&inegang IUP wajib melaksanakan:
a. ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja pertgangan
b. keselamatan operasi pertambangan;

c. pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambariganasuk kegiatan reklamasi dan
pasca tambang;

d. upaya konservasi sumber daya mineral ;

e. pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan ysat@mbangan dalam bentuk padat, cair,
atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkurgebelum dilepas ke media
lingkungan.

Pasal 29

(1) Pemegang IUP wajib menjamin penerapan standar alanrutu lingkungan sesuai dengan
karakteristik daerah.

(2)Pemegang ......



-11 -

(2) Pemegang IUP wajib menjaga kelestarian fungsi daya @lukung sumber daya air yang
bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturamdaeigrundangan.

Pasal 30

(1) Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diperolaHb\P Operasi Produksi, pemegang IUP
Operasi Produksi wajib memberikan tanda batas afiagengan memasang patok pada
WIUP.

(2) Pembuatan tanda batas sebagaimana dimaksud padélaparus selesai sebelum dimulai
kegiatan operasi produksi.

(3) Dalam hal terjadi perubahan batas wilayah pada WQierasi Produksi, harus dilakukan
perubahan tanda batas wilayah dengan pemasanga gty pada WIUP dan dilaporkan
kepada Dinas.

Pasal 31

(1) Pemegang IUP wajib meningkatkan nilai tambah sundag&a mineral dalam pelaksanaan
penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta peeateamimineral.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan ndaitiah sumber daya mineral sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan PeraturantBupa

Pasal 32

(1) Untuk pengolahan dan pemurnian sebagaimana dimattsladn Pasal 31, pemegang IUP
Operasi Produksi dapat melakukan kerja sama dergmdan usaha, koperasi, atau
perseorangan yang telah mendapatkan IUP.

(2) Pemegang IUP Prroduksi sebagaimana dimaksud pada @y, dilarang melakukan
pengolahan dan pemurnian dari hasil penambangantilak memiliki IUP atau IPR.

Pasal 33

(1) Badan usaha yang tidak bergerak pada usaha perigatbgang bermaksud menjual mineral
yang tergali wajib terlebih dahulu memiliki [IUP Qpsi Produksi untuk penjualan diberikan 1
(satu) kali penjualan.

(2) Badan usaha yang tidak bergerak pada usaha perigatbgang bermaksud menjual mineral
termasuk menyimpan batubara wajib terlebih dahuamitiki IUP Operasi Produksi untuk
penjualan.

(3) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (Ryda2) wajib menyampaikan laporan
hasil penjualan mineral kepada Bupati.

Pasal 34

Pemegang IUP harus mengutamakan pemanfaatan tkeggaetempat, barang dan jasa dalam
negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perunaefangan.

Pasal 35

Dalam melakukan kegiatan operasi produksi, badahaupemegang IUP wajib mengikutsertakan
pengusaha lokal yang ada di sekitar WIUP sesuagaierketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 36

Pemegang IUP wajib menyerahkan seluruh data ygreyaleh dari hasil eksplorasi dan operasi
produksi kepada Bupati.

Pasal 37

(1) Pemegang IUP wajib memberikan laporan tertulis reedeerkala atas rencana kerja dan
pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineed&&upati.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, jenis, waktan tata cara penyampaian laporan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengatuRen Bupati.
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BAB IV
IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 38

WPR ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut

a. mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapanhdai dan/atau di antara tepi dan tepi
sungai;

mempunyai cadangan primer logam dengan kedalam&simmal 25 M (dua puluh lima
meter);

endapan teras, dataran banjir, dan endapan swndpa; p

luas maksimal wilayah pertambangan rakyat adalate28lua puluh lima hektar);
menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang;

merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambangataygng sudah dikerjakan sekurang-
kurangnya 15 (lima belas) tahun;

tidak tumpang tidih dengan WUP dan WPN;dan/atau
merupakan kawasan peruntukan pertambangan sesgg@rdeencana tata ruang.

o

~ o oo

= Q

Pasal 39

(1) Dalam menetapkan WPR, Bupati melalui Dinas berkidanj melakukan pengumuman
mengenai rencana penetapan WPR, kepada masyazalied serbuka.

(2) Pengumuman rencana penetapan sebagaimana dimakkudyat (1) dilakukan dalam jangka
waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja datestipatkan di kantor Pemerintah Daerah,
dinas dan/atau media massa.

Pasal 40

(1) Bupati menetapkan WPR setelah berkoordinasi derigavernur terkait dengan data dan
informasi yang dimiliki Pemerintah Provinsi, danrkmnsultasi dengan DPRD untuk
memperoleh pertimbangan.

(2) Wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yadglsudlikerjakan tetapi belum ditetapkan
sebagai WPR diprioritaskan untuk ditetapkan sebatiR sesudah mendapat kajian teknis.

(3) WPR yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud agata(1) dan ayat (2) disampaikan
secara tertulis kepada Menteri dan Gubernur.

Pasal 41
Kegiatan pertambangan rakyat dikelompokkan sel@aydut:
a. pertambangan mineral logam;
b. pertambangan mineral bukan logam; dan
c. pertambangan batuan.

Pasal 42

(1) Usaha pertambangan rakyat dilarang pada wilayaly yarutup untuk kepentingan umum,
tempat-tempat kuburan, wilayah yang dianggap slagi,tempat wilayah usaha pertambangan
mineral.

(2) Dalam melaksanakan kegiatan usaha pertambangaatrdigrus memperhatikan ketentuan
sebagai berikut :

a. syarat kedalaman sumuran dan terowongan pada IRR) palam 25 M (dua puluh lima
meter);
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b. dapat menggunakan pompa-pompa mekanik, penggulgaduatau permesinan dengan
jumlah tenaga maksimal 25 (dua puluh lirha)se power (HP) untuk 1 (satu) IPR; dan

c. tidak diperkenankan menggunakan alat-alat berabdban peledak.
Bagian Kedua
Wilayah Izin Pertambangan Rakyat
Pasal 43

(1) WIPR diberikan oleh Bupati diprioritaskan berdasarkpermohonan pertama yang telah
memenuhi persyaratan.

(2) Bupati menetapkan 1 (satu) atau beberapa IPR dhl@atu) WIPR berdasarkan permohonan
yang diajukan oleh penduduk setempat, baik persgara maupun kelompok masyarakat
dan/atau koperasi.

Bagian Ketiga
Pemberian Izin Pertambangan Rakyat
Pasal 44
(1) IPR diberikan oleh Bupati dengan memperhatikan hkepgan daerah.

(2) Bupati memberikan IPR terutama kepada pendudukmgette baik perseorangan maupun
kelompok masyarakat dan/atau koperasi.

(3) Untuk memperoleh IPR sebagaimana dimaksud padaByatemohon wajib menyampaikan
surat permohonan kepada Bupati.

(4) Bupati wajib menerapkan sistem permohonan pertaargy yelah memenuhi persyaratan,
mendapat prioritas pertama untuk mendapatkan IB&ys¢émana dimaksud pada ayat (1).

(5) Tata cara dan persyaratan pemberian IPR diaturateidgraturan Bupati.
Pasal 45
(1) Luas wilayah untuk 1 (satu) IPR dapat diberikanaikzp
a. perseorangan paling banyak 1 (satu) ha;
b. kelompok masyarakat paling banyak 5 (lima) ha; deul
c. koperasi paling banyak 10 (sepuluh) ha.
(2) IPR diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 @)ntahun dan dapat diperpanjang.
Pasal 46

(1) IPR diberikan untuk 1 (satu) jenis mineral diserti@ngan hasil uji laboratorium yang
terakreditasi dalam 1 (satu) WIPR.

(2) Pemegang IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (@ )nyamemukan mineral lain di dalam
WIPR yang dikelola diberikan prioritas untuk menghekannya.

(3) Pemegang IPR yang bermaksud mengusahakan mineraklzagaimana dimaksud pada ayat
(2), wajib mengajukan permohonan IPR baru kepagmiu

(4) Pemegang IPR sebagaimana dimaksud pada ayat @) m@pyatakan tidak berminat untuk
mengusahakan mineral lain yang ditemukan tersebut.

(5) Pemegang IPR yang tidak berminat untuk mengusahakiaeral lain yang ditemukan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib menjageerati lain tersebut agar tidak
dimanfaatkan pihak lain.

(6) IPR untuk mineral lain sebagaimana dimaksud paddé @) dan ayat (5) dapat diberikan
kepada pihak lain oleh Bupati.

Bagian Keempat ......
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Bagian Keempat
Hak dan Kewajiban pemegang IPR
Pasal 47

Pemegang IPR berhak mendapat pembinaan dan pemgavdasbidang keselamatan dan
kesehatan kerja, lingkungan, teknis pertambangan, rdanajemen dari Pemerintah dan/atau
Pemerintah Daerah.

Pasal 48
Pemegang IPR wajib:
a. melakukan kegiatan penambangan paling lambat &) (biglan setelah IPR diterbitkan;

b. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidangldteatan dan kesehatan kerja
pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan memstarar yang berlaku;

c. mengelola lingkungan hidup bersama pemerintah Haera

d. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usatiamp@mngan rakyat secara berkala
kepada pemberi IPR; dan

e. membayar pajak daerah yang diatur dengan peratiaenah tersendiri.
Pasal 49

(1) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam P&8sgletnegang IPR dalam melakukan
kegiatan pertambangan rakyat wajib mentaati ketenpersyaratan teknis pertambangan.

(2) Persyaratan teknis pertambangan diatur dengaruPamaBupati.
Pasal 50

(1) Pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap penganteknis pada usaha pertambangan
rakyat yang meliputi:

a. keselamatan dan kesehatan kerja;
b. pengelolaan lingkungan hidup; dan
c. pascatambang.

(2) Untuk melaksanakan pengamanan teknis sebagaimamekgiid pada ayat (1) pemerintah
daerah wajib mengangkat pejabat fungsional inspetdmbang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangundangan.

(3) Pemerintah daerah wajib mencatat hasil produksisgnruh kegiatan usaha pertambangan
rakyat yang berada dalam wilayahnya dan melapodemara berkala kepada Menteri dan
Gubernur.

BAB V

PENYELIDIKAN DAN PENELITIAN
Bagian Kesatu
Penyelidikan
Pasal 51

Bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengarekamgannya wajib melakukan penyelidikan
dan penelitian pertambangan

Pasal 52

(1) Data hasil penyelidikan dan penelitian sebagaindimaksud dalam Pasal 51 dikumpulkan
dan diolah sesuai dengan standar nasional pengotidta geologi oleh Bupati atau pejabat
yang ditunjuk, paling sedikit meliputi :

a. peta geologi yang antara lain memuat formasi bapeambawa mineralisasi logam;

b. evaluasi .......
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b. evaluasi data perizinan yang masih berlaku, yamaftsiberakhir dan/atau yang sudah
dikembalikan kepada pemerintah daerah;

c. evaluasi data geologi yang berasal dari kegiatataqpéangan yang sedang berlangsung,
telah berakhir dan/atau telah dikembalikan kepaaaguintah daerah;

d. peta geokimia dan/atau peta geofisika; dan
e. interpretasi penginderaan jauh, baik berupa polktstr maupun sebaran litologi.

(2) Bupati wajib menyampaikan data sebagaimana dimagadd ayat (1) dengan dilampiri peta
wilayah potensi pertambangan kepada Menteri dare@ub

Pasal 53

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman evaluasl palaksanaan penyelidikan dan penelitian
pertambangan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Pasal 54

(1) Pemegang IUP wajib menyusun program pengembangarpel@mberdayaan masyarakat di
sekitar WIUP.

(2) Program pengembangan dan pemberdayaan masyarbkgaseana dimaksud pada ayat (1)
harus dikonsultasikan dengan pemerintah daeraimdagarakat setempat.

(3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) degagajukan usulan program kegiatan
pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepadsi Bugpuk diteruskan kepada
pemegang IUP.

(4) Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebaganirmaksud pada ayat (1)
diprioritaskan untuk masyarakat di sekitar WIUP gaterkena dampak langsung akibat
aktifitas pertambangan.

(5) Prioritas masyarakat sebagaimana dimaksud padd4yaerupakan masyarakat yang berada
dekat kegiatan operasional penambangan dengan nnddikat batas administrasi wilayah
kecamatan.

(6) Program pengembangan dan pemberdayaan masyarbkgbseana dimaksud pada ayat (1)
dibiayai dari alokasi biaya program pengembangan pemberdayaan masyarakat pada
anggaran dan biaya pemegang IUP setiap tahun.

(7) Alokasi biaya program pengembangan dan pemberdayaagarakat sebagaimana dimaksud
pada ayat (6) dikelola oleh pemegang IUP.

Pasal 55

Pemegang IUP setiap tahun wajib menyampaikan renckm biaya pelaksanaan program
pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebgga bari rencana kerja dan anggaran
biaya tahunan kepada Bupati untuk mendapat peuseiuj

Pasal 56

Setiap pemegang IUP Operasi Produksi wajib menydapalaporan realisasi program
pengembangan dan pemberdayaan masyarakat seéinprf)(bulan kepada Bupati.

Pasal 57

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan derb@elayaan masyarakat, diatur dengan
Peraturan Bupati.

BAB VII ..........
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BAB VIl
REKLAMASI DAN PASCATAMBANG
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 58
(1) Pemegang IUP dan IPR wajib melaksanakan reklanaaspdscatambang.
(2) Reklamasi wajib dilaksanakan pada lahan tergangipatakegiatan pertambangan.

(3) Pascatambang wajib dilaksanakan untuk memulihkagsidingkungan menurut kondisi lokal
di seluruh wilayah penambangan.

(4) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan reklantas pascatambang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), diatur dengan PeraturaatBup

BAB VIl
PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN
Pasal 59

(1) Penghentian sementara kegiatan izin usaha pertgaibatapat diberikan kepada pemegang
IUP apabila terjadi:

a. keadaan kahar;

b. keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan pehgh sebagian atau seluruh
kegiatan usaha pertambangan;

c. apabila kondisi daya dukung lingkungan wilayahdbtg tidak dapat menanggung beban
kegiatan operasi produksi sumber daya mineral giagukan di wilayahnya.

(2) Penghentian sementara kegiatan izin usaha pertgabaebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak mengurangi masa berlaku IUP.

(3) Permohonan penghentian sementara kegiatan izira ygatambangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a dan huruf b disampaikan kej@agbati.

(4) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud padé&layairuf ¢ dapat dilakukan oleh
inspektur tambang atau dilakukan berdasarkan peynahmasyarakat kepada Bupati.

(5) Bupati wajib mengeluarkan keputusan tertulis dit@riatau ditolak disertai alasannya atas
permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3gpatima 30 (tiga puluh) hari kerja sejak
menerima permohonan tersebut.

Pasal 60

(1) Jangka waktu penghentian sementara karena keadahar ldan/atau keadaan yang
menghalangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5913ylauruf a dan huruf b, diberikan
paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjatiggpbanyak 1 (satu) kali untuk 1 (satu)
tahun.

(2) Apabila dalam kurun waktu sebelum habis masa pern@gimesementara berakhir pemegang
IUP sudah siap melakukan kegiatan operasinya, teegidimaksud wajib dilaporkan kepada
Bupati.

(3) Bupati mencabut keputusan penghentian sementagkalsehenerima laporan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2).

Pasal 61

(1) Apabila penghentian sementara kegiatan izin usahn@mpbangan diberikan karena keadaan
kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 aydtu(lj a, kewajiban pemegang IUP
terhadap Pemerintah Daerah tidak berlaku.

(2) Apabila ......
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(2) Apabila penghentian sementara kegiatan izin usah@mbangan diberikan karena keadaan
yang menghalangi kegiatan usaha pertambangan selaamgadimaksud dalam Pasal 61 ayat
(1) huruf b, kewajiban pemegang IUP terhadap PertariDaerah tetap berlaku.

(3) Apabila penghentian sementara kegiatan izin usahn@mmbangan diberikan karena kondisi
daya dukung lingkungan wilayah sebagaimana dimakkidm Pasal 59 ayat (1) huruf c,
kewajiban pemegang IUP terhadap Pemerintah Daetaj berlaku.

BAB IX
BERAKHIRNYA IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 62

IUP atau IPR berakhir karena:

a. dikembalikan;

b. dicabut; atau

c. habis masa berlakunya.
Pasal 63

(1) Pemegang IUP atau IPR dapat menyerahkan kembaliatdl® IPR-nya dengan pernyataan
tertulis kepada Bupati dan disertai dengan alaaag jelas.

(2) Pengembalian IUP atau IPR sebagaimana dimaksud ggata(l) dinyatakan sah setelah
disetujui oleh Bupati dan setelah memenuhi kewajilya.

Pasal 64

IUP atau IPR dapat dicabut oleh Bupati apabila:

a. pemegang IUP atau IPR tidak memenuhi kewajiban gietapkan dalam IUP atau IPR serta
peraturan perundang- undangan;

b. pemegang IUP atau IPR melakukan tindak pidana sébaga dimaksud dalam Peraturan
Daerah ini; atau

c. pemegang IUP atau IPR dinyatakan pailit.
Pasal 65

Dalam hal jangka waktu yang ditentukan dalam IUR &R telah habis dan tidak diajukan
permohonan peningkatan atau perpanjangan tahapt&egatau pengajuan permohonan tetapi
tidak memenuhi persyaratan, IUP dan IPR terselakbe.

Pasal 66

(1) IUP atau IPR yang telah dikembalikan, dicabut, dtabis masa berlakunya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 64 dikembalikan kepada Bupati.

(2) WIUP atau WIPR yang IUP-nya atau IPR-nya berakbiragaimana dimaksud pada ayat (1)
ditawarkan kepada badan usaha, koperasi, atauopsngan melalui mekanisme sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangarbgalagu.

Pasal 67

Apabila IUP atau IPR berakhir, pemegang IUP atd® Wajib menyerahkan seluruh data yang
diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi prodkggsada Bupati.

BAB X
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Bagian Kesatu
Pembinaan
Pasal 68

(1) Bupati melalui Dinas melakukan pembinaan terhadapy@enggaraan pengelolaan usaha
pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUPIRERw

(2) Pembinaan ......
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(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ielipu

a.

b
C.
d

pemberian pedoman dan standar pelaksanaan pemgeldaha pertambangan;

. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;

pendidikan dan pelatihan; dan

. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantadan, evaluasi pelaksanaan

penyelenggaraan usaha pertambangan di bidang minera

Bagian Kedua
Pengawasan
Paragraf 1
Umum
Pasal 69

(1) Bupati melalui Dinas melakukan pengawasan terhgagyelenggaraan pengelolaan usaha
pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUPIRERw

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (kukditaterhadap:

a.

-~ ® o0 T

5«

m.

n.

teknis pertambangan;

pemasaran;

keuangan;

pengolahan data mineral ;

konservasi sumber daya mineral;

keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
keselamatan operasi pertambangan;

pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pasda&ng;
pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan;
pengembangan dan pemberdayaan masyarakat set€&8p3t (
penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknettagnpangan;

kegiatan-kegiatan lain di bidang kegiatan usahatapdrangan yang menyangkut
kepentingan umum;

pengelolaan IUP atau IPR; dan
jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha pertambangan.

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)a&hurufuf e, huruf f, huruf g, huruf h,
dan huruf | dilakukan oleh inspektur tambang sesigaigan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(4) Dalam hal belum mempunyai inspektur tambang, palean pengawasan melalui penugasan
oleh Kepala Dinas.

Pasal 70

Bupati wajib melaporkan pelaksanaan usaha pertagalbardi wilayahnya masing-masing
sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulandeepenteri dan Gubenur.

Pasal 71

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan peagmn IUP dan IPR diatur dengan
Peraturan Bupati .

Paragraf 2 ...........
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Paragraf 2
Inspektur Tambang
Pasal 72

(1) Inspektur Tambang mempunyai tugas melakukan pessaik penyelidikan, dan pengujian
dan wajib menyampaikan laporannya kepada Kepatgektsr Tambang melalui Dinas.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud awala (1), inspektur tambang
mempunyai kewenangan:

a. memasuki tempat kegiatan usaha pertambangan saagp

b. menghentikan atau menutup untuk sementara waktageeb atau seluruh kegiatan
pertambangan mineral apabila kegiatan dimaksud ladindapat membahayakan
keselamatan pekerja tambang, keselamatan umum, rmenimbulkan pencemaran
dan/atau kerusakan lingkungan;

c. mengusulkan penutupan secara tetap sebagian &tauhseegiatan pertambangan mineral
apabila kegiatan dimaksud dinilai dapat membahaydéeselamatan pekerja tambang,
keselamatan umum, atau menimbulkan pencemarantaakrusakan lingkungan kepada
Kepala Inspektur Tambang melalui Dinas.

(3) Inspektur Tambang melakukan pengawasan atas pe&ks&egiatan pertambangan melalui:

a. evaluasi terhadap laporan berkala dan/atau sewedtti;

b. pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu; dan

c. penilaian atas keberhasilan pelaksanaan prograrkegpatan;
(4) Inspektur Tambang diangkat berdasarkan persyajatiatan.

Bagian Ketiga
Perlindungan Masyarakat
Pasal 73

(1) Masyarakat yang terkena dampak negatif langsunigkdgratan usaha pertambangan berhak
memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahaadamd pengusahaan kegiatan
pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturamdpegtundangan;

(2) Ketentuan mengenai perlindungan masyarakat sebagaidimaksud pada ayat (1) ditetapkan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PENYIDIKAN
Pasal 74

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu dgkimgan pemerintah daerah diberi
wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukanyigi&an tindak pidana di bidang
pengelolaan pertambangan mineral, sebagaimana slimialalam Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ag&ia@bat pegawai negeri sipil tertentu di
lingkungan pemerintah daerah yang diangkat olefba¢jyang berwenang.

(3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayatgliputi:

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keggna atau laporan berkenaan
dengan tindak pidana di bidang pengelolaan pertagayamineral agar keterangan atau
laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

b.meneliti ......
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b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan nrexigerang pribadi atau badan

tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehaburdengan tindak pidana
pengelolaan pertambangan mineral tersebut;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang diriaeau badan sehubungan dengan

tindak pidana dibidang pengelolaan pertambangaenaiin

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumkwrden lain berkenaan dengan

tindak pidana di bidang pengelolaan pertambangaenai;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahdnpgarkbukuan, pencatatan, dan

dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadbarbbukti tersebut;
meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksangas penyidikan tindak pidana di
bidang pengelolaan pertambangan mineral;

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang ggaikan ruangan atau tempat pada

saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memedé&gsttds orang, benda, dan/atau
dokumen yang dibawa,

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindaknaiddi bidang pengelolaan

pertambangan mineral;

memanggil orang untuk didengar keterangannya dprrilsa sebagai tersangka atau
saksi;

menghentikan penyidikan; dan/atau

k'. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancgramyidikan tindak pidana di bidang

pengelolaan pertambangan mineral sesuai dengamtkate peraturan perundang-
undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) metabekian dimulainya penyidikan dan

(1)

(2)

®3)

(4)

(5)
(6)

1)

(@)

menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntutrbjnsesuai dengan ketentuan yang
diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 nenkdukum Acara Pidana.

BAB XIlI
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 75

Pemegang IUP yang melakukan pelanggaran terhad@mtkan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 8, Pasal 22 ayat (1), Pasal 27, P&sBk®al 29, Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat
(1), Pasal 36, Pasal 37 ayat (1), Pasal 48, P&salydt (1), Pasal 56, dikenakan sanksi

administratif.

Sanksi admiinistratif sebagaimana dimaksud pada(ay&erupa:

a. peringatan tertulis;

b. penghentian sementara seluruh kegiatan ; dan

C. pencabutan izin.

Sanksi administratif berupa peringatan tertulisag@iimana dimaksud pada ayat (2) dapat
dikenakan sebanyak 3 (tiga) kali secara bertunu-tonasing-masing untuk jangka waktu 1

(satu) bulan.

Pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajibarseyalah berakhirnya jangka waktu

peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pgédt (3), dikenakan sanksi penghentian
sementara seluruh kegiatan.

Sanksi administratif berupa penghentian sementtauh kegiatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) dikenakan untuk jangka waktu 3 (togéan.

Pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajibarseyalah berakhirnya jangka waktu

penghentian sementara seluruh kegiatan sebagaitiaraksud pada ayat (5), dikenakan

sanksi pencabutan izin.

BAB XIllI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 76

Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimaraksiid dalam Pasal 23, Pasal 42,
Pasal 46 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 54 ayadéh),Pasal 58 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3)
diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (erard@n atau denda paling banyak
Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah), kecuaierdukan lain berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat &B@hedelanggaran.
BAB XIV........
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BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 77
Terhadap perijinan, rekomendasi dan persetujuag t@ah dikeluarkan sebelum ditetapkannya
Peraturan Daerah ini dinyatakan masih berlaku saengengan berakhirnya perizinan,
rekomendasi dan pesetujuan tersebut sepanjanghtattdntangan dengan Peraturan Daerah ini.
BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 78

(1) Hal - hal yang belum cukup diatur dalam peraturaerah ini sepanjang mengenai teknis
pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan PeraBuaati.

(2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada aydit€¢tapkan paling lama 1 (satu) tahun
sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 79

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, taratDaerah Kabupaten Serang Nomor 1
Tahun 2003 tentang ljin Pengusahaan PertambanganmUrdicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal 80
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggailddingkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan ypetagngan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah KabupatengSeran

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 27 April 2011

BUPATI SERANG,
ttd
TAUFIK NURIMAN

Diundangkan di Serang
pada tanggal 27 April 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,
ttd
LALU ATHARUSSALAM R
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2011 NOMOR @9

Salinan sesuai dengan asliya




PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
NOMOR 7 TAHUN 2011
TENTANG
PENGELOLAAN PERTAMBANGAN

UMUM

Bahan pertambangan yang terkandung di dalam bunmmupakan kekayaan alam tak

terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yargpunyai peranan penting dalam
memenuhi hajat hidup orang banyak, sehingga pelageloya perlu dilakukan secara berdaya
guna, berhasil guna, bertanggung jawab dan beijkédanserta pemanfaatannya ditujukan
bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.

Selain dari pada itu Kegiatan usaha pertambangampon@yai peranan penting dalam
memberikan nilai tambah secara nyata kepada peduamb ekonomi dan pembangunan
daerah secara berkelanjutan.

Kabupaten Serang memiliki potensi pertambangan yakgp besar, oleh karenanya perlu
dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang pembrany daerah. Pemanfaatan potensi
tersebut dalam pengelolaannya perlu dilakukan aesfaktif dan efisien agar dampak negatif
terhadap lingkungan hidup dapat terkendali sehinggaampuan daya dukung lingkungan
tetap terpelihara. Oleh karena itu pengelolaanapdrangan harus tetap menjaga fungsi
lingkungan hidup sebagai upaya untuk memanfaatlk@enpi guna memenuhi kebutuhan
industri manufaktur dan konstruksi.

Dengan berlakunya Undang—Undang Nomor 4 tahun g8@iang Pertambangan Mineral dan
Batubara, maka daerah diberi kewenangan untuk nadmhan pertambangan yang tersedia
di wilayahnya termasuk pengawasan dan pengendalian.

Pengaturan pengelolaan pertambangan di Kabupat@mdseebelumnya telah diatur dalam
Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahur3 286tang ljin Penguasaan
Pertambangan Umum, namun perlu diatur kembali deRgaaturan Daerah yang baru.

. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas
Pasal 2

Cukup jelas
Pasal 3

Cukupjelas
Pasal 4

Cukup jelas
Pasal 5

Cukup jelas
Pasal 6

Cukup jelas
Pasal 7

Cukup jelas
Pasal 8

Cukup jelas



Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Ayat (1)
Jangka waktu 3 (tiga) tahun meliputi penyelidikemum 1 (satu) tahun, eksplorasi 1
(satu) tahun, dan studi kelayakan 1 (satu) tahun.
Ayat (2)
Jangka waktu 3 (tiga) tahun meliputi penyelidikemum 1 (satu) tahun, eksplorasi 1
(satu) tahun, dan studi kelayakan 1 (satu) tahun.
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Apabila dalam WIUP terdapat mineral lain yangbleela keterdapatannya secara
vertikal maupun horizontal, pihak lain dapat meradna&an mineral tersebut.
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan data hasil kajian studiyieddan merupakan sinkronisasi data
milik Pemerintah dan pemerintah daerah.
Pasal 19
Ayat (1)
Jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dalam ketentoiateimasuk jangka waktu untuk
konstruksi selama 2 (dua) tahun.
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas



Pasal 21

Cukup jelas
Pasal 22

Cukup jelas
Pasal 23

Cukup jelas
Pasal 24

Cukup jelas
Pasal 25

Cukup jelas
Pasal 26

Cukup jelas
Pasal 27

Cukup jelas
Pasal 28

Cukup jelas
Pasal 29

Cukup jelas
Pasal 30

Cukup jelas
Pasal 31

Cukup jelas
Pasal 32

Cukup jelas
Pasal 33

Cukup jelas
Pasal 34

Cukup jelas
Pasal 35

Cukup jelas
Pasal 36

Cukup jelas
Pasal 37

Cukup jelas
Pasal 38

Cukup jelas
Pasal 39

Cukup jelas
Pasal 40

Cukup jelas
Pasal 41

Cukup jelas
Pasal 42

Cukup jelas
Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44



Pasal 44

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam tkatenni disertai dengan
meterai cukup dan dilampiri rekomendasi dari kepdksa/lurah/kepala adat

mengenai kebenaran riwayat pemohon untuk mempergigabritas dalam
mendapatkan IPR.

Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas
Pasal 56
Cukup jelas
Pasal 57
Cukup jelas
Pasal 58
Cukup jelas
Pasal 59
Ayat (1)
Huruf a

Yang dimaksud keadaan kahdor¢e majeur) dalam ayat ini, antara lain,
perang, kerusuhan sipil, pemberontakan, epidemimpge bumi, banijir,
kebakaran, dan bencana alam di luar kemampuan manus

Hurufb .......



Huruf b

Yang dimaksud keadaan yang menghalangi dalamrayantara lain, blokade,
pemogokan, dan perselisihan perburuhan di luaddesa pemegang IUP atau
IUPK dan peraturan perundang-undangan yang dikarbibleh Pemerintah
yang menghambat kegiatan usaha pertambangan ydauggsieerjalan.

Huruf ¢
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Permohonan menjelaskan kondisi keadaan kahaatdarieadaan yang menghalangi

sehingga mengakibatkan penghentian sebagian atauulsekegiatan usaha
pertambangan.

Ayat (4)
Permohonan masyarakat memuat penjelasan keadaadisik daya dukung
lingkungan wilayah yang dikaitkan dengan aktivikagiatan penambangan.

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan alasan yang jelas dalammtkete ini antara lain tidak
ditemukannya prospek secara teknis, ekonomis liagkungan.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas



Pasal 73

Cukup jelas
Pasal 74

Cukup jelas
Pasal 75

Cukup jelas
Pasal 76

Cukup jelas
Pasal 77

Cukup jelas
Pasal 78

Cukup jelas
Pasal 79

Cukup jelas
Pasal 80

Cukup jelas



